
BAWAS LU 
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KOTAWARINGJN TIMLIR 

Sekretariat: Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322 
e-mail : set. kotawarinqintimurbawaslu.qo.id   

Nomor : /PM.00.02/K.KH-08/03/2023 Sampit, cz Maret 2023 
Sifat : Penting 
Lam pi  ran 
Perihal : lnstruksi 

Kepada Yth: 
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kab. Kotawaringin Timur 
Di— 

Tempat  

Dengan Hormat,  

1. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 6019) sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Repubiik lndonesia Nomor 6832); 

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 869); 

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 1017); 

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Pengawasan Penyeienggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

lndonesia Tahun 2022 Nomor 1071); 

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 1073); 

f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 1074); 
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g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara 

Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 574); 

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

EDaftar Pemilih daiam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem lnformasi 

Data Pemilih (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 1079) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 

Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem lnformasi Data Pemilih (Berita 

Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 1 38); 

i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan 

dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 

j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; 

k. Surat Edaran Ketua Bawaslu Rl Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS 

dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 

l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum; 

m. Surat Edaran Ketua Bawaslu Rl Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan 

Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan 

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 

n. Surat lnstruksi Ketua Bawaslu Rl Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli 

Pengawasan Kawal Hak Pilih. 

2. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan 

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam rangka 

melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa 

proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasl 93 huruf b Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedalam 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

dan menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan 
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Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan 

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ini memberi instruksi 

kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin 

Timur untuk meiakukan kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih selama 

masa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 

yang meliputi hal-hal sebagai berikut; 

a. Selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dengan 

memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas 

ketidaksesuaian terhadap kinerja PPK, PPS dan Pantarlih; 

b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya 

mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran 

masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak 

pilih; 

c. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak 

pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, 

Anggota TNI/Polri, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai 

dengan Kartu Tanda Penduduknya, serta masyarakat yang telah meninggal 

dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU; 

d. Mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih; dan 

e. Bentuk kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih lainnya yang 

disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing. 

f. Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih, 

Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Pengawas Keluran/Desa; 

g. Kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dilakukan minimal 2 (dua) kali 

di setiap pekannya hingga 14 Februari 2024. 

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Tembusan Kepada Yth: 
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya 
2. Arsip. 
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